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Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sebagal pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik
tentang tanah sesuai ketentuan yang berlaku khususnya PP 37/1998 Tentang Peraturan Jabatan PPAT di
dalam tugas jabatannya mengandung fungsi sosial yang memberikan pelayanan jasa terhadap masyarakat
yang membutuhkan. Sifat keotentikan ini jelas memberikan dampak yang sangat besar pengaruhnya
terhadap perbuatan hukum yang telah dilakukan, khususnya dalam hal jual bell tanah sebagai suatu
instrumen alat bukti. Pembuatan akta yang dilakukan oleh PPAT dapat menimbulkan permasalahan
dikemudian hari bila PPAT itu sendiri tidak berhati-hati dalam menjalankan tugas jabatannya. PPAT sebagai
pejabat umum terkait dengan tanggung jawab baik secara hukum maupun secaramoral. Dalam PP 37/1998
dan PMNA/Ka-BPN No0.4/1999 sebagai ketentuan bagi PPAT, tidak ada nengaturan tentang perlindungan
hukum bagi PPAT itu sendiri, maka perlu adanya pembahasan mengenai hal itu. PPAT mempunyai peranan
yang cukup besar dalam membantu tugas pemerintah khususnya dibidang pertanahan.

Dalam penelitian ini dilakukan metode kepustakaan dan penelitian |apangan berupa wawancara dengan
sgjumlah PPAT. Berdasarkan hasil penelitian baik kepustakaan maupun lapangan, didapatkan beberapa
kesimpulan antara lain bahwa pelaksanaan tanggung jawab profest PPAT sangat terkait dengan moral/hati
nurani dari PPAT yang bersangkutan terhadap keputusannya dalam menerima atau menolak membuat akta
gunamelindungi dirinya dari permasalahan dikemudian hari sebagai bentuk perlindungan hukumnya. Secara
formal, tugas jabatan yang dilakukan pada umumnya telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tetapi
dalam praktek tidak sedikit PPAT yang mengalami masalah terhadap akta yang dibuatnya, bahkan diminta
sebagai saksi di kepolisian karena gugatan dari pihak lain, akibat tidak diaturnya secarategas perlindungan
hukum bagi PPAT dalam bentuk peraturan.
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